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ABSTRAK

Pada dasarnya perjanjian kerja dibagi menjadi dua bentuk perjanjian yaitu
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya menggunakan
kontrak, sedangkan pada perjanjian kerja waktu tidak.tertentu biasanya menggunkan
perjanjian kerja tidak tertulis_atau perjanjian _kerja secara lisan dan PT Lutvindo
Wijaya Perkasa menggunakan perjanjian kerja kontrak dan ada yang secara lisan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hubungan
kerja tertentu.di PT Lutvindo Wijaya Perkasa dan apa yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan perjanjian kerjawaktu'tertentu di PT Lutvindo Wijaya Perkasa menurut
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observasi research dengan cara
survei, yaitu dengan cara penulis turun langsung kelapangan ditempat lokasi
penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penulis ini menjelaskan
penarikan kesimpulan dengan terang dan rinci tentang masalah pokok yang diteliti.
Adapun sistem pengambilan data dengan cara kuesioner dan wawancara, sedangkan
populasi yang dijadikan dalam penelitian ini ‘terdiri dari operatian manager dan
pekerja PT Lutvindo Wijaya Perkasa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan secara
tidak tertulis belum optimal yaitu mengenai hak-hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hak-hak pekerja yang seharusnya
menjadi kewajiban pengusaha meliputi, upah yang sesuai dengan UMK, tersedianya
jaminan kesehatan BPJS yang-sesuai dengan;peraturan Undang-Undang, jaminan
keselamatan kerja, dan masih banyak 'yang menjadi kendala dalam perjanjian kerja
yang dilakukan secara tidak tertulis, seperti tidak jelasnya mengenai hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjanjian kerja baik yang tertulis
maupun tidak tertulis di PT Lutvindo Wijaya Perkasa.

Kata Kunci :Perjanjian Kerja, UMK, Jaminan Keselamatan



ABSTRACT

Basically the work agreement is divided into two forms of agreement, namely
a specific time work agreement (STWA) and an unspecified time work agreement
(UTWA), a certain time work agreement in its implementation using a contract,
whereas in an indefinite time work agreement usuwally uses an unwritten work
agreement or work agreements.verbally and«PT Lutvindo Wijaya Perkasa uses
contract work-agreements and some are verbally.

The main problem in this study is how the implementation of certain
employment relationships at PT Lutvindo Wijaya Perkasa and what are the obstacles
in the implementation of.certain' time ‘work /agreements at PT- Lutvindo Wijaya
Perkasa according to Law No.13 of 2003 concerning Employment.

This research is included in the type of research observational research by
means of a survey, that is by means of the writer descending directly to the field at
the location ofthe study, the nature of this study is descriptive because this writer
explains the conclusions in a clear and detailed manner about the main problem under
study. The data collection system is by questionnaire and interview, while the
population used iIn this study consists of the operations manager and workers of PT
Lutvindo Wijaya Perkasa.

The results of this study indicate that work agreements made unwritten are not
optimal, namely regarding the rights and obligations of employers and workers not
fully implemented properly, workers ‘rights that should be -employers' obligations
include, wages.in accordance with MSE, the availability of health insurance BPJS
that is in accardance with the/provisions.of:the: Law, guarantees of work safety, and
there are still many obstacles in the work-agreement that are made unwritten, such as
the unclear rights and obligations of both parties who make work agreements both
written and unwritten at PT Lutvindo Wijaya Perkasa.

Keywords: Work Agreement, UMK, Safety Guarantee
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

anusia, oleh karena itu

perusahaan yang bergerak di bida U barang baik di dalam negeri maupun di
luar negeri sudah semakin kompetitif. Dalam dunia pasar bebas semacam ini, hanya
perusahaan yang efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi saja yang

mampu bertahan dalam kompetisi ini. Kondisi seperti ini memaksa perusahaan untuk



melakukan berbagai upaya efesiensi di segala bidang, dan secara bersamaan harus

meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan.

Menurut Aristoteles negara adalah persatuan dari pada keluarga dan desa guna
memperoleh hidup. yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara
hukum yang warga negaranya ikut serta dalam permusyawaratan negara. Yang
dimaksud negara hukum adalah-negara yang‘negata. yang berdiri-diatas hukum yang
menjamin keadilan untuk warga negaranya. (Huda, 2010) Dari keterangan tersebut
maka indonesia termasuklah negara hukum. Selain itu indonesia juga merupakan

negara demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Panjangnya sejarah terbentuknya negara republik Indonesia sama dengan
sejarah  perburuhan/ketenagakerjaan indonesia. _ Perburuhan/ketenagakerjaan
sejarahnya di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dimana pada masa itu
pekerja disebut.dengan budak-oleh pemerintah Belanda. Sejarah kelam ini diawali
dengan kerja paksa rodi yang banyak memakan korban penduduk pribumi. Hendrik
Willem Deandels ‘pada tahun (1807-1811) terkenal dengan kerja paksanya untuk
membuat jalan dari Anyer sampai Panarukanyang menimbulkan banyak korban jiwa

sampai tak terbilang. (Lalu Husni, 2008)

Pada saat itu budak yang sekarang ini disebut pekerja atau buruh tidak
mendapatkan apapun dari pekerjaan yang dilakukannya, yang ada hanya bekerja
mematuhi perintah dari majikan atau yang memberi pekerjaan. Nasib budak atau

pekerja hanya menjadi objek suruhan yang tidak perlakukan seperti manusia. (Lalu



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Husni, 2008) Peristiwa suram dan kelam itu tahap demi tahap dilalui para
buruh/pekerja dilalui dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945. Dahulu hubungan perburuhan/ketenagakerjaan diserahkan

diganti menja a sebu ) diganti dengan
pemberi kerja a 1 pengusaha pads S8 kerja dalam bekerja

dahulu tida ' linan ¢ si- ap sesuatu padanya, pihak

Undang-Undang Nomor 13 Tahu ntang Ketenagakerjaan. Dengan adanya
Undang-Undang ini maka pekerja dan pemberi kerja mempunyai landasan dalam

melakukan suatu hubungan kerja yang jelas yang diatur oleh pemerintah.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 diamanatkan bahwa “Tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
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rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat”.

satunya adz ensi ekonomi yang di b alisasi. Dalam hal ini

industri tida fipaha “ _' a piki erdapat bnayak mesin

produksi tenaga kerja lebih penting dari sarana produsi lain seperti bahan mentah, air
, udara ,dan lain-lain. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sember

tersebut untuk menghasilkan suatu produk. (Bakir, 1984)
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Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ”Hubungan (Hukum) antara pengusaha dan

Pekerja atau buruh atau karyawan berdasarkan perjanjian Kkerja, yang mempunyai

Pen ; ) ditemukan pada Y 2asal1313 KUHPerdata

yang berb “ ? ! ( alah suat : ; 1g mana satu orang

atau lebih Atk inya adap sa | ; au lebih”. Dari Pasal ini

produktif. Menurut 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, yang disebut sebag erja adalah setiap orang atau individu
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti kebutuhan hidup maupun masyarakat

disekitarnya”. (UAJY, 2014)
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Menurut “Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Suatu hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara

penguasa dan karyawan semua biaya yang perlu dikerluarkan dalam rangka

berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja sering menggukan sistem

perjanjian kerja dalam waktu tertentu berdasarkan lama waktu dan selesainya suatu
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pekerjaan. Sehingga perjanjian antara perusahaan dengan pekerja harus dilakukan

agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

Menurut Pasal 56 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 “(1)Perjanjian kerja
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untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.(2)
Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum”.
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Menurut “Pasal 59 Udang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (1) Perjajian kerja
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis

dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

telah memberitahukan maksudnya a tertulis kepada pekerja atau buruh
bersangkutan.(6)Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian

kerja waktu tertentu yang lama, pebaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya

boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua).(7)perjajian kerja untuk waktu
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tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat(2),ayat (4),ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja

waktu tidak tertentu.(8)Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur

merugikan pe 1 g gu memberlakukan
perjanjian 3 ertentu ang bersifat tetap atau

permanen

tersebut.

Perjanjian kerja waktu tertentu ini diadakan bertujuan mengetahui hak dan
kewajiban kedua belah pihak baik itu pengusaha maupun pekerja dalam

melaksanakan ketentuan dan tata tertib perusahaan guna meningkatkan produktifitas



kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Salah satu perusahaan yang menggukan sistem.perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dengan pekerjanya adalah PT Lutvindo Wijaya. Perkasa Pekanbaru.
Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Lutvindo Wijaya Perkasa
Pekanbaru tidak berdasarkan"bahkan “bertentangan dengan.-ketentuan dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
mana dilapangan ada sebagian pekerja yang seharusnya membuat perjanjian kerja
waktu tertentu, tetapi perjanjian- kerjanya tidak dilaksanakan antara perusahaan
dengan pekerja, sehingga pekerja tidak mengetahui hak dan kewajibanya dalam
melaksanakan pekerjaannya.Disini jelas tidak sesuai dalam *“Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi segala hal
dan/atau biaya yang diperfukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja

dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan™.

Kesepakatan antara PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru dengan pekerja
adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana terjadi adanya beberapa hak
pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan,seperti asuransi keselamatan kerja yang
yang diambil dari pengurangan upah untuk BPJS ketenagakerjaan dan atau BPJS
kesehatan yaitu 1% dari upah pokok, upah dibawah UMR yang tidak diketahui oleh

pekerja,Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ada antara perusahaan
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dengan sebagian pekerja. Disini jelas tidak adannya kepastian hubungan kerja antara

pekerja dengan perusahaan.

Untuk mewujudkan kepastian hubungan kerja dan memperoleh semua hak

\ S
3
c
o
©
@
.
2,
o
5
<
IS
S
(=]

= o
(4]
8
(¢}
=
5
£

|
D
3
O
c
=4
o)
D
—.
fab]
=
QO
>
S
>
(@)

tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di laksanakan

Atas uraia diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi
yang berjudul : “PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DENGAN

PERJANJIAN KERJAWAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-
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UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PADA PT LUTVINDO WIJAYA PERKASA PEKANBARU”.

B. Pokok Masalah

Wijaya Perkasa

kerja  waktu

kerja antara karyawan denga Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang penulis peroleh adalah:
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1. Menambah ilmu pengetahuan peulis mengenai hubungan kerja antara

perusahaan dengan pekerjanya yang sesuai dengan Undang-Undang

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

akan dilaksanakan, memuat berba hak dan kewajiban dari kedua belah
pihak. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut adalah suatu ikatan yang berkekuatan
maksudnya ikatannya didukung oleh hukum yang berlaku tentang kesepakatan yang
akan dilaksanakan menurut “Pasal 1 angka (14) Undang —Undang Nomor 13 tahun

2003 menyebutkan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh
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dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

kewajiban masing-masing pihak”.

Terdapat 5 (li unsur dari Pasal tersebut seperti adanya pengusaha dan

pemberi ajikan . -me ' ‘ nemberikan perintah
kepada peke seba ene ja, be aksanakan tugas
pekerjaan dalam pe 3 oelumnya, pekerja

atau buruh

ruh dan majikan,

dimana majikan menya cesanggupannya u empekerjakan buruh dengan

<
‘r'l[,- g atau lebih mengikatkan
@

Suatu perjanjian adalah dimana dua orang atau lebih saling berjanji dimana
antara pihak satu dengan pihak lainnya saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Perjanjian

itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
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bentuknya , perjanjian itu biasanya berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subeki, 1987,

hal. 6)

fjanjian kerja, hal ini

yrang lain terlebih

bentuk sederhana

o
ge1
g
v
g
2
o
o

Merupakan hal yang sangat™ penting isi dari perjanjian Kkerja,hal ini
dikarenakan merupakan kesepakatan bersama yang telah di sepakati yang harus
diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak boleh
berlawanan dengan Undang-Undang, isi dari perjanjian itu sendiri seperti ketertiban

umum dan kesusilaan. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, yang dibuat secara
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singkat dan sejelas-jelasnya. Yang penting pada suatu perjanjian adalah kerelaan dan
pernyataan masing-masing pihak untuk menyetujui isi perjanjian kerja yang sifatnya

saling menguntungkan dalam hal kewajiban dan hak masing-masing pihak tanpa ada

(income  secu am - karena alasan diluar

kehendakny

perlindungan fisik dan teknis serta sostal dan ekonomi melalui norma yang berlaku
dalam lingkungan kerja itu Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini

mencakup (Asikin Zainal, 1993) :
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1. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang
bertalian dengan mensin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses

pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara

“
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tenaga kerja yang
stirahat, cuti, kerja

dan kepercayaan

ERAT RN

kewajiban sosial

ara kagairahan dan

rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli

warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja yang berat dan besar seperti pada

PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru yang bergerak dalam bidang konstruksi jasa
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alat berat pembuatan material beton pekerja sangat penting untuk mendaftarkan para
pekerjanya utuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja atau mendapatkan asurasi

pekerjaan guna menjamin keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

bentuk yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. (Subeki, 1987, hal. 24)
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Pada dasarnya kerja merupakan hubungan yang mana didalamnya mengatur
atau memuat hak dan kewajiban para pihak yang saling berjanji adalah sebagai

berikut:

c. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya yang terkait

dalam hubungan kerja.

4. Hak pengusaha.
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a. Menugaskan tugas kepada pekerja agar melakukan pekerjaan
sesuai dengan perjanjian.
b. Memperoleh hasil tugas yang baik sesuai dengan yang telah

juga diatur mengenal

h diwajibkan
atau dijanjikan
akan pekerjaan

tanpa izin dari

yang diperjanjikan. Benda yang dip an itu adalah benda yang berupa benda
bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk subjek dan objek perjanjian dalam hal ini
perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai

syarat sahnya suatu perjanjian.
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Berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320
tersebut diatas, maka perjanjian yang dilakukan karyawan pada PT Lutvindo Wijaya

Perkasa Pekanbaru didasarkan dengan kesepakatan. Kesepakatan yang telah disetujui

dimaksud maka 1 Pe atase ngertian terhadap judul
penelitian i
adapun ya ‘ , S d dalah mempelajari

secara menc : - cewajiban n dan PT Lutvindo

pengusaha atau pemberi kerja yang puat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Sedang perjanjian kerja yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah perjanjian kerja dibidang jasa yang telah disepakati oleh karyawan dan PT

Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru.
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Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah di sebut dengan Perjanjian
kontrak pekerja sering di sebut karyawan kontrak yang di buat berdasarkan jangka

waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja antara

orang yang ma elakukan pekerja ! ang dan/atau jasa
baik untuk

angka (2) U

penelitian , tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian

yang digunakan dalam sebuah penelitian itu.
F. Metode Penelitian

Jenis Dan Sifat Penelitian
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Dari Metode yang digunakan dapat dilihat, penelitian ini dilakukan denga cara
survai atau observasional research, karena turun langsung ke lapangan bertujuan

dilakukan pengambilan data untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam

gambaran S ' 3 g ic : Lutvindo Wijaya
Perkasa Pe : : ri U e ahun 2003 Tentang

Ketenagak

pelaksanaan Undang-Undang Noma un 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Populasi dan Responden

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti dalam penelitian (Asikin, 2002) ini, sehubungan dengan penelitian ini,

maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian
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kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan antara perkerja dengan PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru

yang menjadi populasi responden dalam penelitian ini. Sementara Operation Manager

Lutvindo Wijaya

Perkasa Pekanbaru

Perusahaan dengan

karyawan

30%

Sebagai pekerja di PT
Lutvindo Wijaya

Perkasa Pekanbaru

JUMLAH

44

13

Sumber data Lapangan Setelah diolah, 19 Februari 2019

3. Jenis Data dan Sumber Data




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari responden yaitu

a Perkasa Pekanbaru.

pengumpulan data, diberikan kepada responden untuk mendapatkan
infomasi yang diperlukan untuk penelitian ini adalah pekerja PT Lutvindo
Wijaya Perkasa Pekanbaru.

5. Analisis Data
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Data yang penulis peroleh dari wawancara dibandingkan dengan peraturan

dan pendapat para ahli yang sesuai dengan bahasan yang penulis teliti

kemudian penulis mengambil kesimpulan secara deduktif.

6. Metode Pg

5‘@

=

‘\\\\\ ) \‘\\“

%
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notaris No a 0 ‘ 7 , perhasil mendirikan
Batching Plant"¢ Ja Sakt 2 esin yang dipakai

untuk men membuat aduke ( skala besar, bermutu

Didukung oleh tenaga — tenaga muda yang berdedikasi tinggi dan keinginan
tumbuh untuk berkembangnya bersama perusahaan. Kesemuanya ini perusahaan
lakukan demi tercapainya tujuan perusahaan, yaitu kepuasan pelanggan (Custumer

Satisfaction)
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Data Per

Nama

Alamat Ka

Visi

4. Membangun dan meningkatkan skill SDM terus menerus serta menciptakan
dan menjaga iklim kerja yang kondusif antara pegawai pabrik.

5. Melakukan pengendalian produksi melalui IT system.

Nilai
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Bekerja Cerdas, mampu bekerja secara cerdas dan cepat, dengan

mengedepankan inovasi dan effesiensi yang dilandasi jiwa enterpreneurship

Berintegritas, PT Lutvindo konsisten antara pekerja dengan perbuatan,

dinyatakan etiap Pe - uny emperoleh perlidungan

atas:

Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan keshatan Kkerja.
Perlindugan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.
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a. Kewajiban pengusaha

1. Memberikan bayaran berupa upah;

2. Memberikan masa cuti/istirahat;

uh diatur dalam

ang pada intinya

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
penerima kerja untuk suatupekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, upah

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan



produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
persetujuan, undang-undang dan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian Kkerja
antara pemberi dan penerima kerja. (Thamrin, 2017)

Menurut “Pasal 1"Angka.30 Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan
upah adalah hak pekerja atau buruh yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari_pengusaha /atau; pemberi kerja kepada pekerja yang
ditetapkan dan dibayarkan menrut perjanjian kerja,” kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarga atas suatu
pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan”. (Budiono, 2009)

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal.2 Angka 31 Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja adalah suatu
pemenuhan kebutuhan atau-Kkeperluan yang bersifat jamaniah dan rohaniah, baik
didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung
dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
(Wijayanti, 2009)

Mengenai upah pemerintah juga.sudah berperan aktif agar terciptanya
kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-
Undang No0.13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat 3 huruf a terdiri atas:

a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
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b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau

Kabupaten/Kota (Wijayanti, 2009)

Di dalam surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 911/X/2018 Tentang

am puluh dua
akertrans.riau.go.id,

s enam puluh dua

Sela ekerja juga harus f 3 | al seperti jaminan
kesehatan, jertia " se " ¢ pai dalam “Undang-
Undang No. Ng e okok kesejahteraan

sosial, Pasa ; : ikut: an sosial a_of ai perwujudan dan

Nasional, dalam “Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah suatu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. (Asyhadie, 2008)
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Kesepakatan kerja kuat bersangkuta dengan peningkatan produksi dan
produktivitas. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan

produktivitas atas dasar dengan tingkatan keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan

perlindungan ‘dasar je osial ten: : apisan tenaga kerja

maka progré

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang BPJS juga
dinyatakan “Mengenai sistem pendaftaran kepada pekerja oleh pemberi kerja sebagai

berikut:
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1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan

pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program

jaminan sosial yang diikuti.

g, selain pemberi
kerja, pekerja, dan penerims n iuran, yang ersyaratan kepersertaan
dalam program" jamina 0 ggota keluarganya

sebagai peserta kep I ogra sial yang diikuti”.

2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
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b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)

minggu”.

Sela 8 pada “F : ' un 2003 Tentang

KetenagaKe

tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari jam

kerja dalam 1 (satu) minggu;
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c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja
setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua

belas) secara terus-menerus; dan

qe
<>

&
r
o
’
)
o
o

C. Tinjaue

erdata “Pasal 1313

yang berbun na satu orang atau

Satand

.

lebih mengikat

%

Perikatan, antara lain dis - ala atu perjanjian termuat beberapa

Menurut A Q ukunya yang berjudul Hukum

unsur yaitu:

a. Ada pihak-pihak yang terkait.
b. Adanya persetujuan antara para pihak.
c. Adanya tujuan yang akan dicapai.

d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan.
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e. Adanya suatu bentuk tertentu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu. (Djumaildji, 1984)

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.



4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Ditegaskan bahwa dalam hukum ketenagakerjaan hubungan kerja memiliki
pengertian hubungan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha yang di dasari
perjanjian kerja. Didalam.perjanjian kerja pasti telah memuat mengenai syarat-syarat
kerja yang berisi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Dengan tidak
diberikanya perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada pekerja waktu
tertentu maka akan sulit bagi pekerja yang mayoritas adalah unskill labour ini

mengetahui hak-haknya sebagai pekerja waktu tertentu. (Shalihah, 2013)

Selain -itu, jika di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan
perusahaan yang.merugikan pekerja, maka akan berakibat fatal, karena pekerja tidak
memiliki dasar hubungan kerja*tersebut;" jika pekerja” bermaksud menuntut
pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja. Jika perusahaan memiliki iktikat baik,
pengarsipan yang lebih dari satu bisa menggunakan copy Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, tidak harus Perjanjian Kerja Waktu, Tertentu asli keduanya yang memiliki
kekuatan hukum yang sama. Apa yang telah menjadi kebijakan perusahaan dengan
tidak memberikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada pekerja yang besangkutan

jelas merugikan kepentingan hukum pekerja. (Shalihah, 2013)

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, Pasal-Pasal yang mengatur tentang

perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan optimal law, karena ketentuan dari
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Pasal-Pasal yang mengeturnya, dan boleh disingkirkan oleh para pihak yang memuat

perjanjian. (Djumaildji, 1984)

Objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan

imbul dari pihak-
puat secara tertulis, ada
anjian Kerja Waktu
Tertentu ( 2 erja ‘ - (PKWTT), dalam

Pasal 56 Aya ah jian'Kke luk waktu tertentu atau

memuat:

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.
b. Nama jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.

c. Jabatan atau jenis pekerjaan.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

d. Tempat pekerjaan.
e. Besarnya upah dan cara pembayaran.

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan

ndang No.13 Tahun

2003 Tenta iU Tertentu (PKWT)

harus meme

e. Tidak dapat diadaka ekerjaan yang bersifat tetap”.

Dalam “Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang No0.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat

secara tertulis serta harus menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin”.
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Dalam “Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan
bahwa perjanjian Kerja Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan

tertentu yang menurut jenis dan sifat dan kegiatannya akan selesai dalam waktu

egiatan baru atau

Tertentu tidak da an' | tetap. (Lalu Husni,
2008)

Perjanjian pat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jen pekerjaannya akan selesai dalam

waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak

terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
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. Dalam PKWT vyang didz

3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau;
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tamhan

yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (Lalu Husni, 2008)

ementara sifatnya

VAN

tersebut.

untuk paling lama

L TELY

atas selesainya pekerjaan tertentu harus

dicantumkan batasan suatu pekerjaan yang dinyatakan selesai.

. Dalam PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun

karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum diselesaikan, dapat

dilakukan pembaharuan PKWT.
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6. Pembaharuan sebagaimana dimaksud Pasal (5) dilakukan setelah melebihi

masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian

adanya masa percobaan, Ayat (2) apabila dalam kesepakatan kerja waktu tertentu

ternyata dicantumkan masa percobaan maka masa percobaan batal demi hukum?.

“Dalam hal ini pengusaha ingin melakukan perpanjangan PKWT, paling lama

7 hari sebelum PKWT berakhir, perusahaan telah memberitahukan secara tertulis
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maksud mengenai perpanjangan PKWT tersebut kepada pekerja yang bersangkutan

(Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”.

“Pembaruan PKWT hanya boleh dilakukan 1 kali paling lama 2 tahun dan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pk at secara tertulis dan
menggukan baha € : latin, smenuhi syarat-syarat

berikut:

kerja waktu tidak tertentu (Muharam, 2006)

Adapun syarat-syarat formal, yang harus dipenuhi oleh suatu kesepakatan

kerja tertentu adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga);
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2. Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor departemen tenaga
kerja setempat;

3. Biaya yang timbul akibat pembuatan Kkerja tertentu semuanya

t identitas serta

b

Wby

o

7
o

: S
; :
?
¢

masing-masing digunakan untuk pekerja, kantor departemen tenaga kerja setempat

dan pengusaha. (Muharam, 2006)

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diatur dalam

“Pasal 63 Udang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal
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Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, maka pegusaha
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Surat

penganngkatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), sekurang — kurangnya

“Pasal ¢ : lan 2 dinyatakan bz : an_ Kerja Waktu Tidak
Tertentu (P ling lama 3 (tiga)

bulan. Sela pekerja dan upah

yang diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, perusahaan dan pekerja
dianggap menyetujui Undang-Undang ketenagakerjaan sebagai sumber perikatan

mereka.



Menurut “Pasal 15 kepmenakertrans 100/2004, PKWT dapat berubah menjadi

PKWTT, apabila:

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa indonesia dan huruf latin

sebagaimana

, maka PKWT

iy disay yejepe il udwnyo(]
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(1), angka (2), angka (3) dan angka (4), maka hak-hak pekerja dan
prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi PKWTT”.
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Berakhirnya suatu perjanjian kerja juga diatur dalam “Pasal 61 Undang-

Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja berakhir apabila:

dilaksanakan antara pengusaha dengan pekerja barulah terjadi hubungan kerja antara
keduanya, sedangkan yang disebut dengan hubungan kerja adalah hubungan kerja
antara pengusaha dan pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam
“Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa hubungan Kkerja adalah antara pengusaha dengan pekerja
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berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

kerja antara pengusaha dan pekerja. (Lalu Husni, 2008)

a buruh dan majikan
setelah ada ihak kesatu, siburuh
mengikatk a pa ak lain, si majikan a-dengan mendapatkan

upah dan 3 . ¥ : empekerjakan si buruh

Sedangkan beberpa ahli berpendapat didalam perjanjian kerja yang menjadi dasar

hubungan kerja adalah 4 unsur penting, yaitu:

1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 b KUHPerdata dan Pasal 341

KUHDagang).
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2. Adanya upah (Pasal 1603 a KUHPerdata).
3. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUHPerdata).

4. Terbatas waktu tetentu, karena tidak ada hubungan keja berlangsung

adalah pengus A - erja, S " um yang terikat
dalam perjanjiar 3 as : : 2 bjek hukum juga

dapat meluz apat me perkumpul gabungan perkumpulan

2009)

kerja atau hal lain akibat adanya hubt erja. (Wijayanti, 2009)

Menurut  “Pasal 50 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adnaya perjanjian

kerja antara pengusaha dan pekerja”.



“Perkerja ada yang bekerja dengan mengikatkan dirinya dalam suatu
perjanjian tertulis atau pekerja kontrak ada juga yang bekerja tanpa adanya perjanjian
tertulis atau dilakukan dengan cara perjanjian secara lisan, sedangkan Buruh Harian
Lepas (BHL) diatur dalam keputusan Menteri-No. 100 Tahun 2004 Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu pada Pasal 10, 11,12, sebagai
berikut : Pasal 10 Ayat (1) untukipekerjaanspekerjaan tertentu yang berubah-ubah
dalam hal'waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat
dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas , Ayat (2) perjanjian kerja harian lepas
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja
kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan , Ayat (3) dalam hal pekerja
bekerja 21 (duapuluh satu) hari atau lebih selama 3'(tiga) bulan berturut-turut atau

lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT"”.

Pada Pasal 11 Keputusan- Menteri Noz '100 Tahun 2004 Menteri No. 100
Tahun 2004 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dinyatakan
bahwa “Perjanjian kerja harian lepas .yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal"10 Ayat (1) dan Ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka

waktu PKWT pada umumnya™.

Selanjutnya “Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dinyatakan bahwa (1)
pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan
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para pekerja. (2) perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
dapat dibuat berupa daftar pekerja yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:

dan pemberi kerja juga selesai. penghasilan berupa upah harian, upah

mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan:

1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh

pegawai yang terutang atau dibayar secara harian.
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2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau
diperoleh pegawai yang terutang atau dibayar secara mingguan.

3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh

: i asarkan jumlah unit hasil
o} INSCS N b '0‘
0a ﬁmdﬁ tau,imba ‘ a atau diperoleh
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ijjaya Perkasa

Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat secara tertulis
maupun tidak tertulis atau secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari
instansi ketenagakerjaan terkait. Jika Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat

secara lisan, maka perjanjian-perjanjian yang berlaku diantara mereka (Antara
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Pengusaha Dengan Pekerja) adalah perjanjian-perjanjian sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

mengikat para : K meng ik hak-hak dan kewajiban dari

pihak yang be nelakuk ja paiknya demi untuk

mempermu Ktian atau ac s elakukan transaksi

lainnya, se | perjanjian itu dibuat secz i juga dimaksudkan,

apabila terdapa

telah disepaka

juga pengangkatan tenaga kerja se an, seharusnya jika perjanjian kerja dibuat
secara lisan maka pengusaha wajib memuat syarat pengangkatan yang sekurang-

kurangnya memuat keterangan:’Nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja,

jenis pekerjaan dan besarnya upah”. (Djumaildji, 1984)
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Prosedur mengenai perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis atau
lisan di PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru ini diawali dengan pengangkatan

pekerja yang di dalam pekerjaanya pekerja diangkat menggunakan system perjanjian

kerja secara lis idak tertuli idak menggunakan surat
pengan erja, | ja di i Pekanbaru ini
tidak s E}QN mm&msq_r]q ﬁ ..fqg gian-bagiannya
masing-masing a ini pekerjaannya
berbeda-be f

Seh g al njian tertulis atau
tidak tertul : ngan ngj-u un 2003 Tentang
Ketenagake hal-ha tasm a'an‘élv;i ri hubungan antara
pekerja dan maj pe t rjanjian kerja. Jadi
masih banya ﬁg i RQ'R‘A‘ njian kerja tidak tertulis
dalam hubungan ke i aru meliputi kendala-
kendala yang t I n a tidak tertulis dalam
hubungan kerja.

Perjanjian kerja yang di eh perusahaan atau pengusaha dengan

pekerja seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana aturan
tersebut diatur pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dimana perjanjian kerja itu dapat dibuat secara tertulis dan juga tidak tertulis (secara

lisan).
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Suatu perjanjian itu harus di awali dengan kata sepakat antara pekerja dengan
majikan baik perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis maupun tidak secara

tertulis. Perjanjian kerja di PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru ini menggunakan

kepada res : 1 pertan) S | ana bentuk perjanjian
peroleh mengenai

bentuk perjanjian kerja yang digunakan oleh peke engusaha, dapat dilihat

Lutvindo Wijaya

No Persentase(%)
1 50%
2 Bentuk Lisan 6 50%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah,19 Februari 2019



Dari tabel di atas dapdat dilihat dari 12 kuesioner yang penulis berikan kepada
responden, ternyata 6 orang pekerja menyatkan bahwa dalam bentuk perjanjian kerja
yang digunakan di PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru tertulis dan 6 orang
pekerja menyatakan bahwa perjanjian kerja.yang digunakan. di PT Lutvindo Wijaya
Perkasa Pekanbaru adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan dasar hukumnya diatur
dalam “Pasal. 60 Undang-Undang No.13/ Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
sebagai berikut: perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat menyatakan masa
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Ayat (2) dalam masa percobaan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah

upah minimum yang berlaku”.

Perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan secara
lisan sekurang-kurangnya memuat: didasarkan atas jangka waktu atau selesainya
Perjanjian Kerja: Waktu ‘Tertentu, (PKW.T); \harus dibuat: secara tertulis dan
menggunakan bahasa indonesia, tidak boleh ada masa percobaan, hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan siap dalam

waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalam perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis ini, baik pekerja
maupun pengusaha masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban
pekerja biasanya tersimpul pada hak dari pengusaha dan begitu juga sebaliknya.
Dengan adanya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara pekerja

dengan pengusaha yang di dalamnya berisi tetang hak dan kewajiban antara kedua
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belah pihak. Sebaiknya perjanjian kerja dilakukan secara tertulis, agar lebih

transparan mengenai hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan

perjanjian.

yang dilakukan di PT Lutvindo aya Perkasa Pekanbaru antara pekerja dengan
pengusaha ada batasan-batasan waktu kerja yang diberikan kepada pekerja, dari
wawancara penulis yang ditujukan kepada Manager perusahaan PT Lutvindo Wijaya
Perkasa Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam menjalankan pekerjaannya pekerja

sudah ditentukan jangka waktu untuk bekerja oleh pengusaha dalam kesepakatan
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awal, jika karyawan melanggar aturan tersebut belum ada sanksi yang tegas diberikan
oleh pengusaha, sekedar peringatan dan jika sudah melampaui batas pengusaha akan

melakukan sanksi pemotongan gaji perbulannya.

Tentang bhatas vaktu 3 ada pek Wijaya Perkasa

No “Persentase(%)
1 100%
2 -
100%

berikan kepada pekerja di PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru, yang menjawab
ada pemberian mengenai batasan waktu kerja adalah sebanyak 12 responden atau

100%, dari tabel di atas maka dapat dilihat ada pemberian batasan waktu kerja yang
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diberikan kepada pekerja, dan sudah diatur mengenai waktu kerja dalam Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada “Pasal 77 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang

rja tersebut, maka

sehingga pekerja

pekerja, tetapi da e ahan. pe indo Wijaya Perkasa

Pekanbaru ini S 3 nimum Kota (UMK)

atas UMK, maka dari itu hak-hak pekerja belum sepenuhnya didapat oleh pekerja.

Selain itu pekerja di PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru belum
sepenuhnya mendapatkan jamian kesehatan yang harusnya di dapatkan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah di sepakati berasama antara
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pengusaha dan pekerja yang dibuat, selain itu upah lembur yang diterima pekerja
tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian kerja karena hanya sebagian pekerja saja

yang melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis.

perjanjian : 2 aNc S lakukan Manager
perusahaan ’ bahwa, mengenai
gaji gaji pa g iap pekerja berbeda-beda terga an apa yang pekerja

lakukan dan gaji setiaf 10¢ 2 ya dengan pengusaha

harus diterima dan berbentuk uang balan dari yang telah di kerjakan oleh
pekerja dari pemberi kerja yang sudah diperjanjikan didalam perjanjian sebelumnya

atau kesepakatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. (Wijayanti, 2009)
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Dalam “Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal
88 Ayat 1 dinyatakan bahwa Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

pemenuh < ang 1a da ik erja tersebut adalah
kewajiban sahaan me ar upah tep ‘ ada PT Lutvindo
Wijaya Perkasa Peka _. ,:. . - jen menyatakan bahwa
mengenai penetapan upa —s [ ) = : apkan dalam perjanjian

kerja dan a /a : : . am perjanjian kerja. Hal ini

No Jawaban Responden Jumlah Persentase(%)
1 Ditetapkan dalam perjanjian 6 50%
2 Tidak ditetapkan 6 50%
Jumlah 12 100%
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Sumber: Data lapangan setelah diolah,20 Februari 2019

Hal ini terlihat dari 12 koesioner yang penulis berikan ternyata terlihat ada 6

responden atau 50% yang menjawab bahwa mengenai penetapan upah memang sudah

upah, hal-hal yang

an yang proposional,

menegenai berapakah upah yang diterima oleh pekerja ini hanya diketahui oleh
pengusaha dan pekeja yang melakukan kesepakatan kerja, dikarenakan setiap pekerja
melakukan kesepakatan kepada pengusaha sesuai dengan kemampuan pekerja
tersebut dalam melaksankan pekerja, setiap pekerja berbeda-beda pekerjaannya dan

beda-beda juga mengenai berapa besar gajinya, dari pemaparan di atas penulis
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memberikan koesioner kepada responden untuk mengetahui berapakah gaji yag
ditetapkan atau yang diperoleh pekerja pada PT Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru

tersebut, mengenai berpakah gaji yang diberikan pengusaha kepada pekerja PT

ijaya Perkasa

No Persentase(%)

1 -

2 Lebih dari Rp.1.000.000 50%

3 Lebih dari Rp.2.000.000 6 50%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah , 20 Februari 2019
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Hal ini terlihat dari koesioner yang penulis sebarkan ternyata terlihat ada 6
responden yang mengatakan bahwa upahnya lebih dari Rp.1.000.000,-(Satu Juta

Rupiah) maka dari itu upah belum mencukupi UMK Pekanbaru yaitu sebesar

“Un jaan Pasal 90 Ayat

1 dan 2 me rendah dari upah
minimum sebaga 2 yang tidak mampu
membayar u 89 dapat dilakukan

penanguahan”.

Dan mengenai pengupahan haruslah di tentukan pada peraturan perundang-
undangan vyaitu tergantung berpakah Upah Minimum Kota (UMK) dari wawancara
yang penulis lakukan dengan Manager Perusahaan PT Lutvindo Wijaya Perkasa

Pekanbaru, menyatakan bahwa mengenai upah yang didapatkan oleh pekerja ada
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yang sudah sesuai dengan UMK dan ada juga yang belum sesuai dengan UMK,

tergantung pekerjaannya dan berapa lama pekerja mengabdi.

Dari hasil wawancara mengenai pengumpulan di PT Lutvindo Wijaya Perkasa

No ersentase(%)
1 50%
2 50%
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yang telah di tetapkan oleh pemerintah, besarnya tidak sama setiap kabupaten/kota

tergantung pada kondisi daerah masing-masing. (Wijayanti, 2009)

Setiap pekerja bekerja tentunya mengharapkan penghasilan yaitu dengan

melaksanakan kewajiban mereka dan mendapatkan hak mereka yaitu berupa gaji atau
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upah, menurut “Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau

a upah minimum
terdiri atas, upah
Upah minimum

capaian kebutuhan

(1) ditetapkan oleh

“Pasal 90 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, bagi pengusaha yang tidak mampu

membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan
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penangguhan, tata cara penangguha sebagimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur

dengan Keputusan Menteri”.

penting 2 : elakukan suatu
pekerjaan
menjadi a

ila_pekerja mengalami
» g

kecelakaan men; _ ‘ n kesehatan yang
diberikan oleh g : .. AW . A lakukan dengan kepala
manager P ijaya | . 58 Pe ru me wa sebagian tidak
didaftarkan kepe adan Pe araz PJS) terutama pekerja

yang tidak erjanjian, kerja. de g an sudah pasti tidak ada

terdaftar.

pendaftaran kota Pekanbaru, bisa o a tabel 111.6 di bawah ini:

Tabel 111.6
Tentang pendaftaran BPJS terhadap pekerja PT Lutvindo Wijaya Perkasa

Pekanbaru



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

No Jawaban Responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya 6 50%

2 Tidak 6 50%

100%

Wijaya Perkas lum | n p jelas betentangan

dengan Un
diwajibkan , al s mana yang berlaku

dalam Undang-U ‘ an gakerjaan yang dinyatakan

nilai agama, untuk melindungi ke pekerja guna mewujudkan produktivitas
keja yang optimal diselennggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku”.
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Sementara kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerja sudah diatur
pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai berikut ”Setiap orang, termasuk orang

kerja, dala : endaf : pada Ayat (1), wajib

memberikan dat  da k ' ; ya secara lengkap

pengusaha tidak memberikan pelaye sehatan BPJS tersebut maka dapat dijatuhi

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari pertanyaan yang penulis sebarkan kepada responden tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa sebenarnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja sangatlah
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penting dan sangat berpengaruh terhadap jalanya pekerjaan yang dikerjakan oleh

pekerja.

B. Faktor kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT

menjelask ap pe o N eroleh perlindungan

atas keselamata ‘kesehatan kerja, mora : perlakuan yang

\\“'

Dan juga dinyatakan da A" Undang-Undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan yaitu pembangunan  ketenagakerjaan  bertujuan
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai

dengan kebutuhan pembanguunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan
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kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”.

Kehidupan yang layak adalah tujuan semua orang, untuk memenuhi

yang penulis 13 de . g{f baru mengatakan
bahwa pembaya a ak sesuai de 1e erupakan masalah dan

juga menjadikan : 1 pelaksanaan ke ahjtulah yang menjadi

faktor utama

Tabel I11.7

Tentang upah yang tidak sesuai dengan upah minimum merupakan kendala

dalam menjalankan pekerjaan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

No Jawaban Responden Jumlah Persentase(%)

1 Ya 1 8,3

2 Tidak 11 91,6

Ps
%

“@

ada tabel di atas

dari 12 (du responden yang

minimum bukan

mengatak

merupakan

dang No0.13 Tahun
2003 Tetang Ketenagakeri asal ‘88 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap

idupan yang layak

dimaksud dalam Pasal 89, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan, tata
cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dengan Keputusan

Menteri”.
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Dapat penulis simpulkan bahwa setiap pengusaha yang menjalankan usaha
harus membayar upah kepada pekerjanya sesuai denga sistem pengupahan yang

diatur dalam Undang-Undang, untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi

pekerjanya.

kerjanya, dari
hasil wawanca enulis Manage ndo Wijaya Perkasa
ada jaminan sosial
merupakan

dak ada jaminan

kesehatan j

enulis menyeberkan
koesioner dalam tabel 111.8

dibawah ber

No Persentase (%)
1. Ya 6 50%
2 Tidak 6 50%

Jumlah 12% 100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah, 20 Februari 2019
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Dari data tabel di atas dapat dilihat dari 12 (Dua Belas) responden yang
penulis sebarkan koesioner yaitu sebanyak 6 (Enam) responden atau 50% menjawab

sudah mendapatkan pelayanan BPJS merupakan malasah bagi pekerja dalam

kerja merupakan
ing dilandasi oleh
Peraturan Pe an juga dila i ole entu, terutama ilmu

teknik dan

untuk melindungi keselamatan pek a mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan Kkerja, perlindungan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
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Sementara kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerja sudah diatur
pada Pasal 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial BPJS sebagai berikut: ”Dinyatakan pemberi kerja secara bertahap

kepada BPJS ataka 3 " m d pada Ayat (1)

diatur den

Pada ha a pemberian wa & iral epada pekerja bertujuan
untuk menge
Pekerja seb: ‘ : Sa sebagai pekerja pada

perusahaan, tetapg a yarakal o empunyai fungsi dan
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BAB IV

PENUTUP

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dan semua itu

seharusnya menjadi hak pekerja waktu tertentu harus didapat.

. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dalam

hubugan kerja tidak lepas dari hak-hak dan kewajiban antara kedua belah
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pihak yang melakukan perjanjian, karena perjanjian yang dilakukan secara
tidak tertulis maka tidak ada titik baliknya jika terjadi masalah. Hak-hak

yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yaitu mengenai jaminan

en) e n dalam bekerja

B. Saran

Dari kan adalah sebagai

berikut:

asanaag

yang dibuat antara

yang berlaku. Dan jika pengusha menggunakan sistem perjanjian kerja
secara lisan atau secara dengan tidak tertulis maka seharusnya membuat
surat pengangkatan kerja agar ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban

antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
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2. Untuk pekerja seharusnya agar mengerti masalah dunia ketenagakerjaan

dan mengerti hak-hak yang harus diterimanya, pekerja seharusnya juga
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